KEPALA DESA PURBASANA
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL
PERATURAN KEPALA DESA PURBASANA

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
KEPALA DESA PURBASANA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Rerubahan Anggaral“
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepal2
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat ; 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali
diubah terahir dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914 ).

4 Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757 ).

5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Un rintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan P claks? plik
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Peraturan pom ok 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir de7%
g emermtah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua s
raturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten - esid
tang Desa. (Lembaran N Republik Indon
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e ;1; 4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoO

geraturan Pemerintah N9mor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pPengawasan
enyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi?

ggzl;xllr; 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 )8

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883 ).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1633); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530 ).

> Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
;[;mgﬁf Indonesia nomor 3 Tahun2021 tentang Pendaflaran, Pcndau:;:;/ dan
Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pcngcmbnngan.. 'dan Pengadaan Bars[a;xg. N;amu
Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Berta Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252 ).
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Kcuangan
Desa ( Berita Negara Republi

Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Dacrah
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22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal Republik Indonesid

Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indek Desa ( Berita Negara Republi
Nomor 753 )

23 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 108 Tahun 2024 ter;;i;l';g
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana
Tahun Anggaran 2025,

24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rania[z:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggan 2022 (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengcelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1051);

26 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa

Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1052);

27 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20...Nomor );

bl

28 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007
Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan BagiKepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun2015 Nomor 52);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal

Tahun 2018 Nomor 8);

30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);

31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan AsetDesa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);

32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Dacrah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
Nomor 80);

34 Peraturan Bupati Tegal Nomor | Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa,

yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
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Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 T j ah d2”
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;‘;-){rlbust Daerah untuk Desa (Berita Dacrah Kabupaten 'IL?cgul Tahun 2020 Nopé

Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desd

di Kabupaten Tegal Tahun Ang saran 2022 i y 5 gal Tahu?
2022 Nomor 78); g8 (Berita Daerah Kabupaten Teg

Pc)rmurnn pupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyususaf
APBdesa Tahun 2024 (Berita Dacrah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Pelaksanaan Scn.a Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penggunaan dan_l’cnclapﬂn Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);

Peraturan Pesn Purbasana Nomor 01 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa Purbasana Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
(Lembaran Desa PurbasanaTahun 2023 Nomor 01 );

Peraturan Desa Purbasana Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 — 2026 Desa Purbasana
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Purbasana Tahun 2020 Nomor
06 );

Peraturan Desa Purbasana Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa
Purbasana. (Lembaran Desa Purbasana Tahun 2020 Nomor 0 1 );

Peraturan Desa Purbasana Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Desa " PURBAYA™ Desa Purbasana (Lembaran Desa Purbasana Tahun 2021
Nomo 19);

Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP-Desa) Desa Purbasana Tahun 2025 (Lembaran Desa Purbasana Tahun 2024
Nomor 06);

Peraturan Desa Purbasana Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Purbasana (Lembaran Desa Purbasana Tahun 2025
Nomor 03).

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DESA PURBASANA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

Pendapatan Desa

a.
b.

C.

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

49.000.000.
1.584.626.367
500.000

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

el
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2 Belanja Desa
a., Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 604-842'945
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 388.700-000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 98.764.118
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 180.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Daruratdan Mendesak Desa 128.800.000
Jumlah Belanja 1.401.107.063
Surplus / Defisit 233.019.304
1 Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan 65.683.096
b. Pengeluaran Pembiayaan 298.702.400

Selisih Pembiayaan (a-b) 233.019.304
Sisa Lebih / (Kurang ) Perhitungan Anggaran 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi
sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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~od o Q’?l}é‘da Tanggal : 01 Agustus 2025
: Kepala Desa Purbasana
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